
WALIKOTA KOTAMADYA BANDUNG;

Menimbang : 1. bahwa tanah2 persediaan dan/atau cadangan guna keperluan
pembangunan di wilayah2 Pemerintahan Cibeunying, Bojonagara,
Karees, Tegallega, dan di daerah mata air Cikareo (desa
Cikidang/Lembang) yang berdasarkan ketentuan2 yang berlaku dibidang
pengelolaan pertanahan Milik Pemerintah Daerah Kotamadya Bandung
tanggal 3 Nopember 1952 No. 16295/52 tentang Pedoman Urusan Tanah
Kotabesar Bandung, telah diberikan kepada warga kota hak untuk
menikmati hasil olahannya, adalah bersifat sementara dan terhadap
tanah2 tersebut dilarang untuk dialihkan atau dipindahkan hak
penggarapannya kepada siapapun juga tanpa se-idzin dari Pemerintah
Daerah;

2. bahwa tanah2 garapan dimaksud diatas, sebagai akibat dari tidak
diindahkannya larangan yang bersifat kesementaraan dari tanah tersebut
pada tahu2n terakhir ini telah dijadikan obyek spekulasi dan manipulasi
dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan pribadi dan oleh karenanya
pula sering menimbulkan sengekat diantara pihak2 yang berkepentingan
dengan tenah tersebut;

3. bahwa untuk mewujudkan program PELITA khususnya pada sektor
pembangunan phisik dan sarana kota, Pemerintah Daerah Kotamadya
Bandung memerlukan tanah yang cukup, sehingga dipandang sudah tiba
waktunya untuk mengembalikan tanah2 persediaan dan/atau cadangan
milik Pemerintah Daerah Kotamadya Bandung yang sudah hampir
berubah menjadi komplex perumahan2 liar, kepada fungsinya semula
sebagai tanah yang sewaktu-waktu siap dipergunakan bagi keperluan
pembangunan;

4. bahwa untuk menciptakan kondisi yang baik bagi kelancaran
pembangunan dimaksud angka (3) diatas, maka situasi yang tidak
menguntungkan sebagaimana digambarkan dalam pertimbangan angka
(2) perlu segera dihentikan dengan jalan mencabut hak2 atas tanah
garapan yang pernah diberikan kepada vwarga kota oleh Pemerintah
Daerah Kota Besar Bandung, demikian pula perlu dicabut ketentuan2
yang mengatur masalah pemberian hak garapan atas sawah, kebun, dan
kolam sebagaimana termuat dalam Bab III angka 3 dari lampiran Surat
Keputusan DPRDS Kotabesar Bandung tanggal 3 Nopember 1952 No.
16295/72;

Tanggal
Nomor
Perihal
Lampiran

:  8 November 1973.
:  21148/73.
:  Pencabutan hak tanah garapan.
:  5 (lima) daftar

SURAT KEPUTUSAN WALIKOTA KOTAMADYA
BANDUNG;

SALINAN

KOTAMADYA  BANDUNG



Mengingat : 1. Undang-undang No. 18 tahun 1965 yo Undang-undang No. 6 tahun
1969;

2. Surat Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Sementara Kota-
besar Bandung tertanggal 3 Nopember 1952 No. 16295/52 tentang
Pedoman Urusan Tanah Kotabesar Bandung;

3. Peraturan Mendagri No. 6/1972 tentang pelimpahan wewenang pem-
berian hak atas tanah;

4. Surat Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Bandung
tertanggal 30 Juni 1971 No. 8938/71 tentang Rencana Induk Kota
Kotamadya Bandung.

MEMUTUSKAN

Memutuskan : I. Mencabut  dan menyatakan tidak berlaku ketentuan yang mengatur
pemberian haka atas garapan atas tanah persediaan dan/atau cadangan
milik Pemerintah Daerah Kotamadya Bandung sebagaimana termuat
dalam Bab III angka 3 dari Lampiran Surat Keputusan DPRDS Kota-
besar Bandung tanggal 3 Nopember 1952 No. 16295/52.

II. Mengakhiri hak garapan atas tanah2 yang terletak diwilayah
Pemerintahan Cibeunying, Bojonagara, Karees, Tegallega dan didaerah
mata air Cikareo (desa Cikidang-Lembang) yang pernah diberikan oleh
Pemerintah Daerah Kotabesar bandung c.q. Kepala Dinas Teknik kepada
warga kota sebagaimana dijelaskan dalam lampiran 1 s/d V dari Surat
Keputusan ini dan selanjutnya surat2 keterangan dan/atau surat kontrak
sewa/garapan atas tanah2 tersebut dicabut kembali dan dinyatakan tidak
berlaku;

III. Mempersilahkan kepada mereka yang memegang hak garapan atas
tanah2 dimaksud dan/atau mereka yang merasa menggunakan tanah2
tersebut untuk :

1. Melaporkan kepada Camat dimana tanah yang dipakainya itu berada
diwilayah pemerintahannya dengan menyerahkan surat2 keterangan
bukti hak garapan yang dimilikinya;

2. Mengosongkan tanah yang dipakainya dalam keadaan seperti
semula;

IV. Memerintahkan kepada semua Patih Kepala Pemerintahan Wilayah dan
para Camat yang bersangkutan untuk mengambil langkah2 pengamanan
atas tanah2 termaksud dan mencegah timbulnya kembali penggunaannya
secara liar dan/atau serobotan oleh orang2 yang tidak bertanggung
jawab;

V. Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal dikeluarkannya dengan
catatan bahwa dikemudian hari akan diadakan perubahan dan perbaikan
seperlunya bila ternyata terdapat kekeliruan didalam ketetapan ini;



SALINAN surat keputusan ini disampaikan kepada :

1. Gubernur Propinsi Jawa Barat di Bandung;
2. Pimpinan DPRD Kotamadya Bandung;
3. Para Kepala Dinas/Ass. Bidang/Sub. Dit./Insp. Pengawasan

Kotamadya Bandung;
4. Para Patih Kepala Pemerintahan Wilayah Kotamadya Bandung,
5. Para Camat Kotamadya Bandung;
6. Para Kepala Lingkungan Kotamadya Bandung;
7. Yang berkepentingan agar menjadi maklum.

Untuk salinan resmi :
Sekretaris Daerah Kotamadya Bandung,

(ATENG SYAFRUDIN S.H.)

Walikota Kotamadya Bandung

ttd.

(R. ONTJE DJUNDJUNAN)
















































